
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  

NOMOR 31 TAHUN 2004 

 

TENTANG 

RETRIBUSI IZIN TRAYEK  

 

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BANJAR, 

 

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 

tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat, Kota 

Administratif Banjar meningkat statusnya menjadi daerah otonom dengan 

segala kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya, dalam 

penyelenggaraannya perlu dilakukan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta 

masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta kondisi objektif 

daerah; 

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan 

peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu digali sumber-sumber 

pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah dan menjadi kewenangan 

Pemerintah Kota Banjar; 

c.  bahwa sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf b 

diatas diantaranya adalah Retribusi Izin Trayek; 

d.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf  a, b 

dan c diatas, perlu diatur Retribusi Izin Trayek dalam Peraturan Daerah. 

 

Menimbang : 1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); 

  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara 

Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186); 

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3209); 

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56,Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3478); 

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3685) yang telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-

undang  Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 



6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3699); 

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah  

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3938); 

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 

72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 

8. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar 

di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  (Lembaran 

Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan  

(Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3527); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan 

Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu 

lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran  

Negara Nomor 3529); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan 

Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3530); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah  

(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3692); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran 

Negara Tahun 2000 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 

16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan 

Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-

undang,Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan  Keputusan 

Presiden; 



17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik 

Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah; 

18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara 

Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah. 

 

Dengan persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG RETRIBUSI IZIN 

TRAYEK. 

 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan  : 

1. Daerah adalah Kota Banjar. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar. 

3. Walikota adalah Walikota Banjar. 

4. Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kota Banjar. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kota Banjar. 

6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjar. 

7. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik 

yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau 

Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana 

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 

politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan 

lainnya. 

8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi 

atau badan. 

9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka 

pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk 

pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasab atas kegiatan, pemanfaatan 



ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana umum dan menjaga 

kelestarian lingkungan. 

10. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan 

kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan kendaraan yang 

mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintas tetap dan terjadwal tetap maupun 

yang tidak terjadwal. 

11. Pengusaha angkutan umum adalah perseorangan atau badan hokum yang berdomisili 

di Daerah yang menyelenggarakan usaha angkutan umum. 

12. Izin insidentiil adalah izin untuk menggunakan kendaraan bermotor yang 

menyimpang dari izin trayek yang berdomisili. 

13. Izin khusus adalah pemberian izin kepada pelayanan angkutan penumpang khusus 

yang dilayani dengan kendaraan / mobil penumpang bukan umum serta harus 

memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang diberikan berdasarkan lulus uji. 

14. Izin Operasional adalah pemberian izin kepada pelayanan penumpang umum dengan 

menggunakan taksi dan / atau kendaraan khusus. 

15. Angkutan adalah pemindahan orang dan / atau barang dari suatu tempat ke tempat 

lain dengan menggunakan kendaraan. 

16. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh mesin / peralatan teknik 

yang berada pada kendaraan itu. 

17. Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, 

ukuran, bentuk, karoseri, pembuatan rancang teknis kendaraan sesuai dengan 

peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan 

kendaraan bermotor. 

18. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian menguji dan / atau memeriksa 

bagian-bagian kendaraan dalam rangka pemenuhan persayaratan teknis dan laik jalan. 

19. Tanda bukti Laik Jalan / Lulus Uji adalah tanda yang diberikan bagi kendaraan yang 

telah dinyatakan lulus uji berkala berupa buku uji dan tanda uji pada Dinas / instansi 

yang berwenang. 

20. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi 

agar dapat terjamin keselamatan, mencegah pencemaran udara dan kebisingan pada 

waktu dioperasikan di jalan. 

21. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk 

dipergunakan untuk umum yang dipungut bayaran. 

22. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan 

orang atau barang dengan kendaraan umum di jalan. 

23. Mobil Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-

banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik 

dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi. 



24. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD 

adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek 

retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang 

tertuang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 

25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjunya disebut SKRD adalah surat 

keputusan yang menetukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 

26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebt STRD adalah surat untuk 

melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau 

denda. 

27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah 

data dan atau keterangan lain dalam pengawasan keputusan pemenuhan kewajiban 

retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah. 

28. Penyidikan Tindak Pidana bidang retribusi adalah seragkaian tindakan yang 

dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, 

untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 

tindak pidana bidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.  

 

BAB  II 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

Pasal 2 

 

(1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas setiap pemberian Izin. 

(2) Objek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian izin trayek. 

(3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memeperoleh izin. 

 

BAB  III 

PEMBERIAN, BENTUK MASA BERLAKUNYA IZIN DAN DAFTAR ULANG 

Bagian Pertama 

Pasal 3 

 

(1) Untuk melakukan kegiatan usaha angkutan wajib memeliki izin trayek. 

(1) Izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diberikan oleh Walikota atau pejabat yang 

ditunjuk. 

(2) Peroses administrasi penyiapan izin dilaksanakan oleh Dinas.   

 

Pasal 4 

 

(1) Bentuk Surat Izin Trayek ditentukan lebih lanjut oleh Walikota. 



(2) Kepada Pengusaha Angkutan yang telah menedapatkan Surat Keputusan Izin Trayek 

diberikan Kartu Pengawasan Trayek sebagai kutipan untuk setiap  kendaraan yang 

dioperasikan. 

 

Pasal 5 

 

(1) Izin Trayek berlaku selama 5 (lima) tahun dan memenuhi persyaratan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(1) Kartu Pengawasan Trayek untuk setiap kendaraan berlaku untuk jangka waktu 1 

(satu) tahun dan setiap tahun wajib daftar ulang. 

 

Bagian Kedua 

Izin Insidentil 

Pasal 6  

 

(1) Untuk melakukan pengangkutan yang menyimpang dari Izin Trayek yang dimiliki, 

wajib memiliki Izin Insidentil. 

(2) Izin Insidentil diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai domisili perusahaan angkutan. 

 

Pasal 7 

 

Izin Insidentil diberkian untuk setiap kendaraan dengan bentuk formulir sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

 

Pasal 8 

 

Izin Insidentil diberikan untuk setiap 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi (PP) dan 

berlaku paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang. 

 

BAB IV 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

Bagian Pertama  

Retribusi Izin Trayek 

Pasal 9 

 

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Trayek ditetapkan berdasarkan jenis  

kendaraan berdasarkan tarif sebagai berikut : 

 



NO. KEPASTIAN TEMPAT DUDUK / DAYA 

ANGKUT 

BIAYA 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

S/d 9 tempat duduk  

10 s/d 15 tempat duduk  

16 s/d 23 tempat duduk  

24 tempat duduk 

Rp.  50.000,- / Kendaraan 

Rp.  75.000,- / Kendaraan 

Rp. 100.000,- / Kendaraan 

Rp. 110.000,- / Kendaraan 

 

 

(2) Struktur tarif retribusi daftar ulang kartu pengawasan trayek ditetapkan berdasarkan 

jenis kendaraan dengan tarif sebagai berikut  : 

 

NO. KEPASTIAN TEMPAT DUDUK / DAYA 

ANGKUT 

BIAYA 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

S/d 9 tempat duduk  

10 s/d 15 tempat duduk  

16 s/d 23 tempat duduk  

24 tempat duduk 

Rp.  25.000,- / Kendaraan 

Rp.  35.000,- / Kendaraan 

Rp.  50.000,- / Kendaraan 

Rp.  60.000,- / Kendaraan 

 

 

(3) Kendaraan angkutan penumpang umum yang dipergunakan angkutan khusus / 

karyawan / antar jemput anak sekolah  sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) 

 

Bagian Kedua 

Retribusi Izin Insidentil 

Pasal 10 

 

Struktur tarif dan besarnya retribusi izin insidentil berdasarkan kapasitas tempat duduk 

dengan tarif sebagai berikut : 

 

NO. KEPASTIAN TEMPAT DUDUK / DAYA 

ANGKUT 

BIAYA 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

S/d 9 tempat duduk  

10 s/d 15 tempat duduk  

16 s/d 23 tempat duduk  

24 tempat duduk 

Rp.   5.000,- / 1x Perijinan 

Rp.   7.500,- / 1x Perijinan 

Rp.  10.000,- / 1x Perijinan 

Rp.  12.500,- / 1x Perijinan  

 

 



BAB V 

TATA CARA PEMUNGUTAN 

Pasal 11 

 

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut 

oleh Keputusan Walikota.     

 

BAB VI 

SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 12 

 

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, 

dikenakan denda sebesar 10 % ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % 

(dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang 

bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. 

 

BAB  VII 

TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal 13 

 

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus. 

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak 

diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan oleh 

Walikota. 

 

BAB  VIII 

TATA CARA PENAGIHAN 

Pasal 14 

 

(1) Surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tidakan 

pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo 

pembayaran. 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, peringatan atau surat 

lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. 



(3) Surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.  

 

BAB  IX 

PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 

Pasal 15 

 

(1) Walikota dapat  memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. 

(2) Pengurangan dan pemberian keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana 

dimaksud pada Ayat (1) diberikan dengan memperhatikian kemampuan wajib 

retribusi. 

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh 

Walikota. 

 

BAB  X 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 16 

 

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan 

Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan / atau denda 

setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). 

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disetor ke Kas Daerah. 

(3) Tindak pidana sebagiamana dimaksud pada Ayat (1), adalah pelanggaran. 

 

BAB  XI 

PENYIDIKAN 

Pasal 17 

 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi 

wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana 

dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-

undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. 

(2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah : 

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan 

berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar 

keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. 



b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau 

badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 

pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi. 

c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan 

dengan tidak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi. 

d. Memeriksa, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak 

pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi. 

e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan barang bukti pembukan, 

pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap 

bahan bukti tersebut. 

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak 

pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi. 

g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau 

tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang 

dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e. 

h. Memotrer seseorang yang berkaitan dengan tidak pidana Perpajakan Daerah dan 

Retribusi. 

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka 

atau saksi. 

j. Menghentikan penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku. 

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak  pidana 

dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung 

jawab. 

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), memberitahukan dimulainya 

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, melalui 

Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indinesia, sesuai dengan, ketentuan yang 

diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. 

 

BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 

 

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai 

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota. 

 

Pasal 19 

 

Peraturan Derah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 

ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Banjar. 

 

 

Ditetapkan di Banjar 

pada tanggal 24 Juni 2004 

                                                                  WALIKOTA BANJAR 

 

                                                                  ttd 

 

                                                                    H. HERMAN SUTRISNO. 

 

 

 

Diundangkan di Banjar 

pada tanggal 24 Juni 2004 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR 

               ttd 

 

H. MEMET SLAMET. 

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR 

TAHUN 2004 NOMOR 31 SERI C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENJELASAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR 

NOMOR 31 TAHUN 2004 

 

TENTANG 

RETRIBUSI IZIN TRAYEK 

 

 

I. PENJELASAN UMUM 

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kota Banjar di Provisi Jawa Barat, Kota Administrasi Banjar meningkat 

statusnya menjadi daerah otonom dengan segala kewenangan dan kemampuan yang 

dimilikinya yang dalam penyelenggaraan-nya perlu dilakukan prinsip-prinsip demokrasi, 

peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta kondisi obyektif daerah. 

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan pemerintahan dan 

peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu digali sumber-sumber pendapatan yang 

berasal dari Pajak Daerah yang menjadi kewenangan daerah Kota Banjar. 

 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal  1 

Pasal ini menjelasan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, 

dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam 

penafsiran dapat dihindaran. 

Pasal  2 

Cukup jelas. 

Pasal  3 

Cukup jelas. 

Pasal  4 

Cukup jelas. 

Pasal  5 

Cukup jelas. 

Pasal  6 

Cukup jelas. 

Pasal  7 

Cukup jelas. 

Pasal  8 

Cukup jelas. 

 



Pasal  9 

Cukup jelas. 

Pasal  10 

Cukup jelas. 

Pasal  11 

Cukup jelas. 

Pasal  12 

Cukup jelas. 

Pasal  13 

Cukup jelas. 

Pasal  14 

Cukup jelas. 

Pasal  15 

Cukup jelas. 

Pasal  16 

Cukup jelas. 

Pasal  17 

Cukup jelas. 

Pasal  18 

Cukup jelas. 

Pasal  19 

Cukup jelas. 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 27 


